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ABSTRAK 

Kata Kunci : Badan Bank Tanah, Domein Verklaring, Masyarakat Hukum Adat, Hak 

  Ulayat, Keadilan Agraria. 

 

Tanah merupakan elemen sakral bagi masyarakat hukum adat (MHA), namun sejarah 

pertanahan Indonesia mencatat belenggu kolonial melalui asas domein verklaring 

yang meniadakan hak-hak tradisional demi kepentingan modal. Meskipun Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 telah menghapuskan asas tersebut, kebijakan 

Badan Bank Tanah (BBT) yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja menimbulkan 

kekhawatiran akan terjadinya reaktualisasi semangat kolonial tersebut. Urgensi 

penelitian ini terletak pada meningkatnya konflik agraria dan kriminalisasi terhadap 

tokoh adat, seperti kasus di Poso dan pembangunan IKN, akibat klaim sepihak negara 

atas tanah yang dianggap "tanpa penguasaan". Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implikasi yuridis dari penerapan asas domein verklaring secara tersirat 

dalam mekanisme perolehan tanah oleh Badan Bank Tanah terhadap kepastian hak 

MHA. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan model perlindungan hukum 

yang ideal guna menjamin keadilan agraria dan mencegah kriminalisasi terhadap 

komunitas lokal. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pasal 7 huruf i PP No. 64 Tahun 2021 secara tersirat menghidupkan kembali 

logika domein verklaring dengan menganggap tanah tanpa bukti formal sebagai tanah 

negara yang dapat dikuasai BBT. Hal ini mengakibatkan degradasi kepastian hukum 

bagi MHA karena wilayah ulayat mereka rentan diklaim secara administratif. 

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa gagasan reformulasi kebijakan yang 

menempatkan pengakuan wilayah adat sebagai syarat mutlak (conditio sine qua non) 

sebelum penetapan aset Bank Tanah. 

Kesimpulan dan Saran: Implementasi kebijakan Badan Bank Tanah saat ini berisiko 

menjadi instrumen perampasan tanah yang dilegalkan jika tidak dibarengi dengan 

pengakuan jujur terhadap penguasaan fisik secara adat. Disimpulkan bahwa 

diperlukan model perlindungan hukum progresif melalui percepatan pengesahan 

RUU Masyarakat Hukum Adat dan penerapan prinsip Free, Prior and Informed 

Consent (FPIC) dalam setiap perencanaan penggunaan lahan. Penelitian selanjutnya 

disarankan untuk mengkaji efektivitas pembentukan Pengadilan Agraria dalam 

menyelesaikan sengketa antara BBT dan masyarakat adat. 
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ABSTRACT 

Keywords: Land Bank Agency, Domein Verklaring, Customary Law Communities, 

Customary Rights, Agrarian Justice. 

Land is a sacred element for indigenous peoples (MHA), but Indonesian land history 

records colonial shackles through the principle of domein verklaring, which negates 

traditional rights for the benefit of capital. Although the 1960 Basic Agrarian Law 

(UUPA) has abolished this principle, the policy of the Land Bank Agency (BBT) 

introduced through the Job Creation Law raises concerns about the reactualization 

of this colonial spirit. The urgency of this research lies in the increasing agrarian 

conflicts and criminalization of indigenous leaders, such as the cases in Poso and the 

development of the IKN, due to unilateral state claims to land deemed "without 

control." This research aims to analyze the legal implications of the implicit 

application of the domein verklaring principle in the land acquisition mechanism by 

the Land Bank Agency on the certainty of MHA rights. In addition, this research aims 

to formulate an ideal legal protection model to guarantee agrarian justice and 

prevent criminalization of local communities. This research method uses a normative 

legal research method with a statutory approach. The results show that Article 7 letter 

i of Government Regulation No. Law No. 64 of 2021 implicitly revives the logic of 

domein verklaring by considering land without formal evidence as state land that can 

be controlled by the Land Bank. This results in a decline in legal certainty for 

Indigenous Peoples (MHA), as their customary territories are vulnerable to 

administrative claims. This research contributes to the idea of policy reformulation 

that places recognition of customary territories as an absolute requirement (conditio 

sine qua non) before establishing Land Bank assets. 

Conclusion and Recommendations: The current implementation of the Land Bank 

Agency's policy risks becoming an instrument of legalized land grabbing if not 

accompanied by honest recognition of customary physical control. It is concluded 

that a progressive legal protection model is needed through the accelerated 

ratification of the Indigenous Peoples Law Bill and the implementation of the 

principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) in all land use planning. 

Further research is recommended to examine the effectiveness of the establishment of 

an Agrarian Court in resolving disputes between the BBT and indigenous 

communities. 
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